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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Ketentuan instrumen SBI Syariah mendasarkan pada regulasi : Prinsip
kehati-hatian  (prudential), menyesuaikan produk dengan kebutuhan
masyarakat (costumer fifendly), memperhatikan dari segi manfaat,
memenuhi aspek syariah. Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
adalah dilandasi dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.
10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia yang didalamnya
mencantumkan ju‘alah sebagai akad dalam pemberian imbalannya.

Tinjauan hukum Islam dalam Instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah
(SBIS) yang menggunakan akad ju‘a/ah dalam pemberian imbalan fee-nya
adalah sudah sesuai dengan konsepsi ju‘alah dalam hukum Islam, baik dilihat
dari definisi akad ju‘alah, syarat akad ju‘alah, hadiah yang diberikan dan
pembatasan jangka waktu pekerjaan dalam akad ju‘a/ah. Dalam pemberian
imbalan (hadiah) ju‘alah, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah telah
berhasil membantu Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan moneter
negara dan mengatur stabilitas nilai uang dengan mengikuti lelang SBI
Syariah. Sehingga, dalam menyelaraskan kebutuhan akan dana dan

penyelesaian kondisi likuiditas antara bank syariah dengan bank
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konvensional, serta untuk tujuan yang lebih besar yaitu ikut andil dengan
Bank Indonesia dalam mengendalikan dan menyelaraskan keuangan moneter
yang beredar di negara Indonesia sehingga nilai rupiah bisa menjadi stabil,
maka Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah bisa memanfaatkan

instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

B. Saran

1. Agar bank syariah yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit
Usaha Syariah (UUS) lebih mengoptimalkan instrumen moneter yang
discdiakan oleh bank indoncsia dalam mengelola likuiditas perbankan
khususnya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan tidak hanya
mengandalkan instrumen yang berupa Sertifikat Investasi Mudarabah
Antarbank (SIMA) dan Pasar Keuangan Antarbank Dengan Prinsip Syariah
(PUAS).

2. Agar Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bekerja sama dengan Dewan
Syariah Nasional MUI dan bank-bank syariah secara umum lebih konsisten
terhadap segala Undang-Undang yang telah ditetapkan. Dan terus melakukan
pengkajian terhadap Undang-Undang yang sudah ditetapkan schingga bisa
berlaku di segala waktu dan keadaan apapun tanpa meninggalkan tanggung

jawab kepada Tuhan dan masyarakat.



70

Schingga dari upaya-upaya dalam rangkaian skripsi ini, pada akhirnya
penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan penghargaan sebagai tanggung jawab
dan Bagi generasi yang akan datang sebagai sedikit sumbangan pemikiran dan
bahan acuan bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain yang ingin memahami tentang
permasalahan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Pada akhirnya hanya kepada Allah, penulis memohon perlindungan dan
bimbingan-Nya sebegai upaya kecil yang bersahaja ini, mudah-mudahan skripsi

ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Amin.



